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ABSTRAK

CATATAN

Untuk mendukung tugas dan fungsi pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila
melalui pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, sistematis, dan terpadu,
perlu penataan kembali struktur organisasi dan tata kerja Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila yang sesuai dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi guna
mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien. Penataan
kembali struktur organisasi dan tata kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
telah mendapat persetujuan tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui surat Nomor
B/647/M.KT.01/2021 tanggal 30 Juni 2021. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila sudah tidak sesuai dengan perkembangan
kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan
tersebut, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Susunan
Organisasi BPIP terdiri atas Dewan Pengarah dan pelaksana.

PERPRES No. 7 Tahun 2018

Dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini diatur tentang
Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah lembaga yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPIP mempunyai tugas
membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi
Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan
ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan
penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil
kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila
kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah,
organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

PerBPIP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Agustus 2021.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja di
Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 536), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



